                                               PERTEMUAN   III
                                       PERIKATAN (BUKU III KUHP)

1.  MATERI KULIAH
a.   Pengertian Objek Subjek Perikatan b.   Sumber dan Jenis-Jenis Perikatan
c.   Syarat Syahnya Perjanjian /Perikatan d.   Prestasi dan Wanprestasi
e.   Azas azas dalam  perjanjian
f.   Macam-macam perjanjian / persetujuan g.   Hapusnya Perikatan
2.  URAIAN MATERI KULIAH :
A.  PENGERTIAN OBJEK SUBJEK PERIKATAN
Subjek perikatan adalah mereka yang memperoleh hak (kreditur) dan mereka yang dibebani kewajiban (debitur) atas suatu prestasi. Pada prinsipnya, semua orang, baik natuurlijke person maupun rechts person (badan hukum), dapat menjadi subjek perikatan.
Objek perikatan adalah hak pada kreditur dan kewajiban pada debitur yang dinamakan prestasi. Prestasi tersebut berupa :
1.   Tindakan memberikan sesuatu (misalnya penyerahan hak milik dalam jual beli, sewa menyewa, dll);
2.   Melakukan suatu perbuatan (misalnya melaksanakan pekerjaan tertentu,dll);
3.   Tidak berbuat sesuatu (misalnya tidak akan membangun suatu bangunan pada suatu bidang tanah tertentu, dll).

B.  SUMBER DAN JENIS-JENIS PERIKATAN
Klasifikasi jenis perikatan apabila mengacu pada rumusan sistematika Buku III Burgerlijk Wetboek (BW) dapat dibagi  :
a. Perikatan berdasarkan sumbernya
    Perikatan yang bersumber dariperjanjian
   Perikatan yang bersumber dari undang-undang
b. Jenis-Jenis Perikatan
1. Perikatan bersyarat
D iatur dalam pasal 1253 Burgerlijk Wetboek (BW) sampai dengan Pasal 1267 BW.Yang dimaksud dengan perikatan bersyarat adalah perikatan yang ditanggungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang belum tentu akan terjadi, 
2.   Perikatan berdasarkan ketetapan waktu
Diatur Pasal 1268 BW sampai dengan pasal 1271 BW. Yang disebut  dengan perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu perikatan yang ditangguhkan pelaksanaanya sampai pada waktu yang ditentukan.
3.   Perikatan alternative Perikatan mana suka atau alternatif diatur dalam Pasal 1272 BW sampai  Pasal 1277 BW. Dalam perikatan alternatif, debitor dalam memenuhi kewajibannya dapat memilih salah satu diantara prestasi yang telah ditentukan. Di sini alternatif didasarkan pada segi sisi dan maksud perjanjian.
4.   Perikatan tanggung renteng
Diatur dalam Pasal 1278 Burgerlijk Wetboek s.d  Pasal 1295 BW).  Perikatan  tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak  yang  berutang  berhadapan dengan satu orang  kreditor, dimana salah satu dari debitor itu telah membayar utangnya pada kreditor, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman yang lain dari utang.
5.   Perikatan dapat dibagi-bagi dan tak dapat dibagi-bagi
Diatur dalam Pasal 1296 Burgerlijk Wetboek (BW) s.d. Pasal 1303
BW. Perikatan dapat dibagi adalah suatu perikatan dimana setiap debitor hanya bertanggung jawab sebesar bagiannya terhadap pemenuhan prestasinya. Dengan demikian dia pun terbebas dari kewajiban pemenuhan prestasi selebihnya. Masing-masing kreditor hanya berhak menagih sebesar bagiannya saja. Jadi, disini, jika barang atau harga yang menjadi objek prestasi memang sesuai untuk dibagi-bagi.
6.   Perikatan dengan ancaman hukuman 
Perikatan dengan ancaman hukuman diatur dalam pasal 1304 Burgerlijk Wetboek  (BW)  s.d.  Pasal 1312  Burgerlijk  Wetboek  (BW).  Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan di mana seseorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi.

C.  SYARAT-SYARAT PERJANJIAN/PERIKATAN
Dalam penjelasan Pasal 1230  KUH Perdata (Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata) dapat ditemukan syarat sah nya sebuah perjanjian secara umum yang dapat diketahui sebagai berikut:
1.   Empat syarat sah nya suatu perjanjian meliputi: a.   Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak b.   Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
c.   Suatu pokok persoalan tertentu
d.   Suatu sebab yang tidak terlarang
2.   Empat persyaratan yuridis sah suatu kontrak perjanjian adalah sebagai berikut:
a.   Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
    Objek/Perihal tertentu
    Kausa yang diperbolehkan/dihalalkan/dilegalkan
b.   Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata
    Adanya kesepakatan dan kehendak
    Wewenang berbuat
c.   Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUHPerdata
    Kontrak harus dilakukan dengan Itikad baik
    Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
    Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
    Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum 
d.   Syarat sah yang khusus
    Syarat tertulis untuk kontrak tertentu
    Syarat akta notaris untuk kontrak tertentu
    Syarat akta pejabat selain notaris untuk kontrak tertentu
    Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak tertentu

Dalam Pasal 1266 KUH Perdata dapat dikutip sebagai berikut:“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

D.  PRESTASI DAN WANPRESTASI
Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur.
Menurut Pasal 1234 KUHPerdata wujud prestasi ada tiga, yaitu :
a. Memberikan sesuatu  b. Berbuat sesuatu
c. Tidak berbuat sesuatu.
Pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, contoh dalam jual beli, sewa-menyewa, hibah, gadai, hutang-piutang.
Dalam  perikatan  yang  objeknya  “berbuat  sesuatu”,  debitur  wajib  melakukan
perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, contoh : membangun rumah
/ gedung, mengosongkan rumah.
Dalam perikatan yang objeknya “tidak berbuat sesuatu”, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan, contoh : tidak membangun rumah, tidak membuat pagar, tidak membuat perusahaan yang sama, dsb.

SIFAT PRESTASI
Sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut :
a. Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Jika prestasi tidak tertentu atau tidak ditentukan mengakibatkan perikatan batal (nietig).
b. Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian perikatan batal (nietig).
c. Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika prestasi itu tidak halal, perikatanbatal(nietig)
d.	Harus ada manfaat bagi kreditur, artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (vernietigbaar).
e.	Terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika prestasi terdiri dari satu perbuatan dilakukan lebih dari satu, mengakibatkan pembatalan perikatan (vernietigbaar)

Wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perikatan. 
Faktor yang penyebab wanprestasi ada dua, yaitu :
a.   Karena kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.
b.	Karena keadaan memaksa (evermacht), force majeure, jadi di luar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan wanprestasi, ada tiga keadaan yaitu :
a.   Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
b.   Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru,
c.   Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat.

Akibat Hukum Wanprestasi
Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut :
a.    Debitur wajib membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243
KUHPdt).
b.    Apabila perikatan timbal balik, kreditur dapat menuntut pembatalan perikatan melalui
Hakim (Pasal 1266 KUHPdt).
c	Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPdt).
d	Debitur  wajib  memenuhi perikatan  jika  masih  dapat  dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPdt).
e.	Debitur wajib membayar biaya perkara, jika diperkarakan di Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah

E.  AZAS-AZAS DALAM PERJANJIAN
Di dalam hukum perjanjian terdapat lima asas pokok yaitu:
1. Asas Kebebasan Berkontrak
Pengertian bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat atau terikat dalam suatu perjanjian dan bebas menyepakati apa saja sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepentingan umum.
 Syarat-syarat Syah Perjanjian diatur  pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
a.  Adanya kata sepakat antar pihak
b.   Adanya kecakapan dalam berbuat antar pihak
 c. Adanya prihal tertentu
d.   Adanya kuasa yang diperbolehkan atau halal
              2.   Asas Pacta Sunt Servanda
Makna dari asas ini adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana keterikatannya untuk melaksanakan perintah undang  –  undang.    Dengan kata kata lain perjanjian tersebut adalah hukum yang memaksa bagi para pihak.
3.   Asas Konsensualisme atau Kesepakatan
merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk menjamin keabsahan suatu perjanjian. Konkritisasi asas ini adalah pasal 1320 KUH Perdata.
4.   Asas Kepribadian
 Sebuah  perjanjian  hanya  mengikat  para pihak  secara personal dan tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri” dan pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.”
5.   Asas Iktiad Baik
Adalah para pihak harus jujur dan saling percaya serta tidak ada niat untuk menipu pihak lainnya sehubungan perjanjian yang mereka sepakati. Asas Iktikad tersebut juga disebutkan dalam pada pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” 




F.  HAPUSNYA PERIKATAN
              Hapusnya perikatan menurut Pasal 1381 KUH Perdata, yaitu:
1.   Pembayaran
Pembayaran ini tidak harus dipenuhi oleh debitur atau pihak yang berutang, tapi bisa juga dipenuhi oleh pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, sepanjang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1382 KUH Perdata:
2.   Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan Jika kreditur menolak pembayaran dari debitur, maka debitur berhak melakukan penawaran  pembayaran  tunai  atas  utangnya  tersebut,  dan  apabila  kreditur menolaknya,  maka  debitur  menitipkan  pembayaran  tersebut  di  pengadilan negeri.
3.   Pembaruan utang
Merujuk pada Pasal 1413 KUH Perdata, terdapat 3 macam pembaruan utang, yaitu:
	Pembaruan objek utang, yaitu apabila antara debitur dan kreditur membuat perikatan utang baru, untuk menggantikan utang lama yang dihapuskan dengan adanya perikatan utang baru tersebut;
	Pembaruan  debitur,  yaitu  apabila  seorang  debitur  baru  ditunjuk  untuk menggantikan debitur lama yang dibebaskan oleh kreditur; dan
	Pembaruan kreditur, yaitu apabila seorang kreditur baru yang ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama yang telah membebaskan debitur.
4.   Perjumpaan utang atau kompensasi
Pasal 1425 KUH Perdata mengatur:
“Jika dua orang saling berutang satu pada yang  lain,  maka terjadilah antara mereka suatu kompensasi dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini.” Pasal ini menerangkan tentang adanya saling penghapusan utang, jika dua orang saling berutang antara satu dan yang lain. Misalnya, A berutang kepada B dan B berutang kepada A masing-masing Rp100 ribu. Apabila kedua utang tersebut telah jatuh tempo, kedua utang tersebut menjadi hapus. Jadi, tidak perlu ada formalitas bahwa A dulu  membayar kepada B, kemudian B juga membayar kepada A, baru utang keduanya hapus.

5.   Percampuran utang
Percampuran utang diatur dalam Pasal 1436 dan Pasal 1437 KUH Perdata, yang mengatur:
    Pasal 1436 KUH Perdata
“Apabila kedudukan sebagai kreditor dan debitor berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana piutang dihapuskan.”
    Pasal 1437 KUH Perdata
“Percampuran utang  yang terjadi pada debitur utama berlaku  juga untuk keuntungan para penanggung utangnya.”
“Percampuran yang terjadi pada diri penanggung utang, sekali-kali tidak
mengakibatkan hapusnya utang pokok.”

6.   Pembebasan utang
Pembebasan utang diatur dalam Pasal 1438-1443 KUH Perdata. Dalam pembebasan utang,  perlu diperhatikan  bahwa pembebasan suatu  utang  tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Maksudnya, seorang debitur baru dapat dikatakan dibebaskan dari utangnya jika secara nyata dibebaskan oleh kreditur. Jika hanya tidak ditagih dalam waktu lama, tidak bisa dikatakan dibebaskan dari utangnya.[8]
7.   Musnahnya barang yang terutang
Musnahnya barang yang terutang diatur dalam Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUH Perdata. Merujuk pada kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika barang yang  menjadi objek perikatan musnah atau hilang,  maka hapuslah perikatan tersebut, jika memenuhi syarat.
   Musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur;
   Debitur belum lalai menyerahkannya kepada kreditur.
8.   Kebatalan atau pembatalan
Pembatalan perikatan diatur Pasal 1446-1456 KUH Perdata. Dari Pasal 1446 KUH Perdata, dapat disarikan bahwasannya perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa atau di bawah pengampuan adalah batal demi hukum. Namun, Pasal 1447 KUH Perdata menegaskan, pembatalan perikatan atas alasan ketidakdewasaan atau di bawah pengampuan tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum. Sedangkan perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, dapat dimintakan pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1449 KUH Perdata.

9.   Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu KUH Perdata.
10. Lewatnya waktu
Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.[13] Pasal 1967 KUH Perdata mengatur:
“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk.”

SOAL LATIHAN  
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Perikatan  sebukan juga dasar hukum nya 
2. Jelaskan  sumber perikatan dan jenis –jenis perikatan  
3. Apa saya yang merupakan syarat syahnya perjanjian atau perikatan
4. Dalam hal perikatan ada yang prestasi dan wanprestasi . jelaskan maksudnya . 
5. Jelaskan azas azas perjanjian 
6. Jelaskan apa yang menyebabka hapusnya perikatan 
7. Jelaskan  akibat hokum bagi debitur yang wanprestasi 


